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KATA PENGANTAR 

 

Studi Hubungan Internasional dalam perkembangannya tidak 

hanya membahas mengenai studi keamanan tradisional misalnya 

perang. Studi keamanan meluas hingga menyentuh isu-isu kemanusiaan 

yang kemudianTidak berhenti sampai di sana, studi HI juga 

menggandeng kajian dari studi lain, misalnya geografi hingga dalam 

studi hubungan internasional, dikenal perspektif geografi politik yang 

mana merupakan penggabungan antara unsur-unsur geografi yang 

menyentuh sendi politik.  

Dengan mempertimbangkan pentingnya kajian tentang isu 

kemanusiaan serta kontribusi perspektif geografi politik untuk 

memperkaya kajian hubungan internasional, maka penulis memilih 

memfokuskan tesis ini pada kajian perbudakan modern yang ditinjau 

dalam perspektif geografi politik. Penelitian ini mengkaji alasan dibalik 

terjadinya perbudakan modern yang dilakukan oleh perusahaan ikan 

asal Thailand kepada ABK yang berasal dari Myanmar, Kamboja, dan 

Laos, di desa Benjina, Kepulauan Aru-Maluku. Akhirnya, penulis 

berharap, penelitian ini dapat bermanfaat secara bagi seluruh pembaca.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kasus 

perbudakan terjadi di desa Benjina Kabupaten Kepulauan Aru 

Maluku yang kemudian terbongkar di tahun 2015 serta 

mengevaluasi kebijakan pengamanan maritim yang diambil 

pemerintah Indonesia yang belum optimal sehingga praktek 

perbudakan kemudian dapat tumbuh dan berkembang.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber-sumber 

terpercaya baik cetak maupun elektronik. Untuk menjelaskan 

penyebab terjadinya perbudakan modern di Benjina, penulis 

menggunakan perspektif geografi politk, dan konsep tata kelola 

negara kepulauan.  

 

Kata Kunci : Perbudakan, Benjina, Geografi, Politik, Kebijakan, 

Kepulauan 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze why modern slavery happened 

in Benjina Kabupaten Kepulauan Aru Maluku. International 

News Agency Associated Press successfully disclosed the case in 

2015. This research also evaluates the security policy of 

Indonesian government to protect its maritime zone.  

This research used secondary data, and to analyze the whole 

things this research used political geography perspective, as well 

as the concept of archipelagic state.  

 

Keywords : Slavery, Benjina, Political, Geography, Policy, 

Archipelagic   
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